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PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 
NOMOR 25 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 

KEPADA MASYARAKAT YANG 

TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN 

DI KOTA TOMOHON 

WALIKOTA TOMOHON, 

a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yangmengalami musibah kebakaran, maka perlumemberikan bantuan kepada masyarakat yang terkenamusibah kebakaran di Kota Tomohon;b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuansebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalansecara optimal, maka perlu adanya pedomanpelaksanaan pemberian bantuan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang PedomanPelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada MasyarakatYang Terkena Musibah Kebakaran di Kota Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan KotaTomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 4 7 ,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4-
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